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IUPATI IIAK NUMPFOR
PROVINSI PAPUA

PFERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR (4 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGOGUNG JAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGOARAN 2024

DENCGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolann Keuangan Daerah, perlu
adanya pengaturan Tata Cara pemberian  dan
Pertanggungjawaban Belanjn Tidak Terduga;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Biak
Numfor Nomor 1| Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan Daerah, agar pelaksanaan
penggunaan dana Belanja Tidak Terduga lebih tertib, dan
dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur
mengenai tata carn pemberian dan pertanggungjawaban
Belanja Tidak Terduga; dan

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  scbagaimana

dimaksud dalam hurufl a dan hurufl b perlu menetapkan
Peratummn Bupati tentang Tata Cam Pembenan dan
Pertanggungjawnban Belanja Tidak Terduga Tahun
Anggnran 2024,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Iran Barat dan
Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomaor 2907);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomaor 3851);

J. Undang-Undang......... /2



9.

Unsibrg Uiy et 21 Tahan 201 benitiang )L
Khuinuis bagel Provins) Papua (Lembaran Nejurn Beprubilik
todonesin Taliin 2000 Nomor 135, Tambahan Lemlsarun
Negara Republik Indonesis Neomor Al welaagimasie
telals hiulih bebernps kall, terakhir dengin Undung

Unidlang Nomaor 2 Tuhun 2061 tentang Perulshan Eedis
Atin Unidang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tenteig
Otonomi Khusus Bagl Provinsl Papus (Lemburun Negara
Repubilik Indonesin Tahun 2061 Nomar 155, Tumbahan
Lermnburnn Negara Republik Indonesin Nomar 64/57),

Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Keunngan (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesin Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang
Pemerikanan Dan Pengelolaan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indnnesis
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negarn Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomor 5430) scbagaimana
telah diubah dengan Pemmiuran Pemenintah pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang
Perubihian atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013
tentnng Organisasi Kemasyanrukatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan
Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 6084),

10. Undang-Undang......... fa
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11.

12,

13.

14,

15,

16.

17.

Undang-Undiang  Nomaor 23 Tahun 2014 lentang
Pemerininhnn  Daerah  (Lembaran  Negars  Republik
Indonesin Tuliun 2014 Nomaor 244, Tambahan Lombarsn
Newirn Republik Indonesia Nomor 5S587) e Lagaatmiangiin
telah beberapa kali diubah ternkhic dengan Undang:
Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kediiu
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang
Pemeriniah  Ducrah  (Lembaran  Negarn  Republik
Indonesin Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesin Nomor 56749);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang .Apnrnn:lr
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tuhun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesta Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintnh Dacrah Provinsi, dan Pemerintah Dacarah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tonhun 2007 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolnnn Uang Negara/Daermh  (Lembaman Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4738);

18, Peraturan Pemerntah......... /4
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21,

22

23.

24,

25.

Feraturan Pemenintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang
Htandar Akuntanst  Pemerintahan  (Lembaran Negara
Republik Indonesin Tahun 2010 Nomar 123, Tarm b hiun
Lembaran Negnrs Reguibilik Indonesin Nemeor 5165),

Permturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 lentang
Hibah Daerah (Lembaran Negars Republike Indotiesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambshan Lembaran Negara

Republik Indonesia 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembunin dun e g i s Penyelenpparaan
Pemerintah  Duerah  (Lembaran  Negars  Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negaran Republik Indonensia Nomor 5041);

Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah  (Lembaran  Negaras
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Lentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730,

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam MNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencannan  Pembangunan Dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
[{Berita Negarn Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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L hebutubian Dasar adalali kelwitiban imaayaiakat selignl aie beasihy dan
manitast, satdiigg, peiggan, elayanan kesehaton, pelayanan ik,
BOThA P i /el hiankan

14 Revangan Daceali adalah semun hak dan kewajibsn daerab daliom purigkan
penyelenggarann pemenintah daerah yong dapat dinilish dengan sy
termasuk i dabamnya segala bentuk kelayann yong bechulungen dengan
hak dan kewajiban daetah,

15 Angggaran Pendapatian dan Belanjn Daerah yang selonjutnys disinghot APBLD
adalah Rencana Tahinan Pemerintah Daerah yang ditsbss dian disetuju)
bersanm oleh Penverintaly Daeraly din Dewan Perwabkilaon Bakyat Kabupaten,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerali.

Lo Pegabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnys disinglat PIKD
adalah Kepala Satuan Kerjn Pengeloln Keuangan Deerah yung disebut
dengan Kepala SKPKD yung mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APHD dan bertindak sebagni Bendaharn Umum Daerih.

17. Bendahara Umum Dacrah yang selanjutnys disingkat BUD adalah Pejabat
Pengelola  Keuangan Deernh yang bertindak dolim  kapasitas  sebagal
Bendaharm Umum Daerah.

18. Pengguna Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut PA-SKPKD ndalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk mrlakunnknrn
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja
bantuan keuangan dan pembiayann,

19, Kuasa Pe na Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut KFH-SHF!ED
adalah pneﬁ:it yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi PPKD.

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang sclanjutnya disingkat PPK-
?H;nldnlah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD.

21.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. P

_Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pegawai yang ditunjuk un

- menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan m.n
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja hibah, belanja
bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan dan
pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku,

23.Bendahara pengeluaran OPD adalah pegawai pada OPD yang ditunjuk
untuk melaksanakan kegiatan yang dibinyai dari belanja tidak terduga,
menerima,  menyimpan, — membayarkan, menatausahakan dlm
mempertanggungiawabkan  vang  dari belanjn tidnk terduga sesuai
ketentuan yang berlaku.

24 . Belanjs Tidak Terduga adalah belanja yang sifntnyn tidak biasa dan/atau
tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan beneana alam dan
bencana  sosinl  yang  tdak  diperkirnkan  sebelumnya,  termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimann daerah thun-tahun sebelumnya
yang telah ditutup, belanjn yang bersifut tiddnk binsa digunakan un_tu!:
tanggap darurnt dalam rnn.:hn dcﬁ:wnr:ihnlu pn?unn trrhu:lnﬁu ;:mt::
penyelenggaraan pemerinta terciptanyn keamanan, kele "
dan kﬂrrﬁl.nn masyarakat dan meningkathan kecintwan terhadap Bangsa
dan Negara Republik Indoenesia.

25. PBelanya......... /T




25, Belanjn bersifst mengikat adalah belanja yang dibutuahkon terus menens
dian harus dialokasikan leh Pemerintah Daerah denggan jumlah yang cubup
untuk Kepeiluan setiap bulan pesada lahun angganan bermanghiitan wepert
belunja pegawil dan belanja barang din josa

206, Belanjn beraifnt wajib adulah belangn untubk terjminnyas ke by g
pemenubun perdanmnn pelaynnmn danin iasyanakt ot lain jreinilbidibaan
heesehuntin chinns fatinu melabenanaknn kewafilin kepodi pihik ket

27 Belanjn  Dantusn  Soslel  adalah  pengeluaran  berups  transker Gani,
pembayaran tunal, barang atan jase yang diberikan oleh Pemenintah
Pusat/Daerah kepadn  masyarakat  gunn - melindung manynrukat  dar
kemungkinan tedadingn ristko sostal, meninglatian kemampiian el
dan /ntan kesejnhiernan masynrakat,

28, Risiko Sosinl adalah kejadinn atau peristiwa yang dapat menbmbulkan
potensi terjadinyn  kerentanan  sosinl  yang  ditanggung oleh  individu,
keluarga, kelompok, dan/atou masyarakat sebagni dampak lrimin momial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan beneann alam yang Jiles
tidnk diberikan Belanjs Bantuan Sosial nkan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.

29, Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwi yang imenguncim clun
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarnkat yang disebablan,
baik oleh faktor alam dan/atau fakior non alam maupun faktor manusis

i mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan
lingkungan, kerugian harta benda dan dampak paikologis.

0. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa
atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, Lsunami,
gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan
kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karens
faktor alam.

41.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwn atau
mrgknianptﬂuﬁnmnﬂmymgnnmhiuhrupng-pl
konstruksi/ teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak
industri, ledakan nukli, pencemaran lingkungan dan kegiatan
keantariksaan.

419 Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik
sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang
menimbulkan dampak sosial dilingkungan masyarakat.

93.Konflik Sosial adalah perseteruan danfatau benturan fisik dengan
kekerasan antara dun kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung
dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan
ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan
menghambat pembangunan.

34, Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau
meningkatnya kejadian kesakitan danjfatau kematian yang bermakna
secarn epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan
merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah,

45, Keadaan Darurat Bencana adalnh suatu keadaan yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD
yang diberi tugas untuk menanggulangl bencana yang dimulai sejak status
siagn darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan,

6. Keadonan darurat........ /8
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J6, Keadaan darurat adalah soaiu keadaan yang bukan merupaken keglaton
normal dars aktivites pemerintah dacrah, tidak dapst dipredilonn sebelumnya
tidak  diharaphan terjadi secarn berulang, beradn diluar kendali dan
pengaruah pemenimtah daerah dan dapat menulikl dampak yang signifikan
terhudap anggann

A7 Keperhinn mendesak adalah keperluan untuk memenulil program  den
kepatan pelayanan dasar masyarakot yang aoggaronnys belum e et
dalam Tahun Anggaran becjalan dan keperduan lainnys yang apabila
ditundda akan memimbualkan kerugdon yang lebih beosar lag Pemerintal
Daerah dan masyarakal,

I8, Siagn Darurst Bencans adalah suntu kendann terdnpat potensi bencuna,
vang merupakan  peninghatan  enkolash ancaman  yang peneniusnnys
didasarkan  atas  hasil  pemantouan yang  akurat oleh  instans yeng
berwenang dan jugn mempertimbangkan  kondinl nyatafdumpal yang
tenadi dimasyambat.

29 Tanggap darurat adalah serunghainn kegintan yang dilakukan  dengan
segern pada sant kejadinn bencana, konflik sosial dan kejadian luar Blana
untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegintan
penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan, pengurusan  pengungsi, penyelamatan, nserta
pemulihan prasarana dan sarana.

40. Tindakan Darurat adalah upaya yang dilakukan segern untuk mengurang
dampak konflik guna penyelamatan dan pelindungan korban di wilayah
konflik.

41.5tatus Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan
oleh Bupati Biak Numfor untuk jangka waktu tertentu atas dasar
rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangl bencana.

472, Status Keadaan Konflik sosial adalah suatu status yang ditetapkan oleh olch
Bupati Biak Numfor untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendnsi
tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi konflik.

43.Status Kejadian Luar Biasa adalah suatu status yang ditetapkan oleh oleh
Bupati Kabupaten Biak Numfor untuk jangka waktu tertentu atas dasar
rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi kejadian luar
biasa.

44, Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan
darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari
instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta
kegiatan sosial ckonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak
berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan
rekonatruksi dimulai.

45, Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau
mengalami penderitaan yang meninggal dunia akibat bencana, kejadian luar
biasa dan konflik sosial.

46, Kelompok rentan  adalah  kelompok masyarmkat yang membutuhkan
bantuan karena keadnan yang disandangnya, meliputi omng lanjut usia,
penyandang cacat, bayi, anok diusia dibawah lima tahun, anak-anak dan

ibu hamil atau menyusui.

47.Rencana Kebutuhan Belanja yong selanjutnys disingkst RKB  adalah
rencans kebutuhan belanjn untuk kebutuhan tanggap darumt bencana

yang disjulean oleh OFD terkait.

AH. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnyn disingkat RAB adalah rencana
anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

BABI......../0
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DAL I
RUANG LINGKUP

Pasal 4

1. Ruang lingkup pengelolnan Belanja Tidak Terdugn meliputi Penganiggaran,
Pelaksanaan, Pertanggungiawaban, Pelaporan dan Pengawasan.

2. Belanjn tak terduga yang diatur dalam Peraturan Bupat ini meliputi sebagai
berikut:
a. keadaan darurat yang meliputi:
1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian
luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapal mengganggu kegiatan
pelayanan publik.
b. keperluan mendesak yang meliputi :
1) kebutuhsan dacrah dalam rangka pelayanan dasar masyarakal yang
anggarannyn belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2} belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
a) belanja daerah yang bersilat mengikat yang merupakan belanja
yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan
olech pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk
keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan
gaji, tunjangan; dan
2] belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon,
air, listrik dan internet,
bl belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk
terjaminnya  kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masynmmkat  antarm  lain - pendidikan, keschatan,
melaksannkan  kewajiban  kepada  pihak  ketiga, kewajiban
pembayaran pokok pinjoman, bunga pinjaman yang telah jatuh
tempo, dan  kewnjiban  lainnya  sesuai  dengan  ketentuan
Pernturan Perundang: Undangan,

J) Pengeluaran Dacrah...... /10
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1

W pengeluaran decrah yang berada diliar kendali Pemenntah Daerabh
dany tidak dapat diprediksiban sebelmnys, serta amanat peraluaran
Perunilang vunilangan,

) pengeluomian daerah lainya didim vangghon perce patian pembsngunen
dan peninghatan kesepahiterann manyarakol yang apobils ditunda
akan mendmbllian keriggan yang lobih besar g pemenntah duerah
dhany) atinn masyarabal, dang atau

o pengelinran wotuk mendansl kegerlaan mendesak yang belum tersedie

anggarannys  danfoten  tidak  cukup  tersedin  anggarannya,
diformlanikan tedlebih dabnalu daliom REA dun fatau Perubehan DPA
HKPD.

belanjo untuk kendoan daramt dan keperluon mendesak merapakan
belangn yang kritevinnys ditetaplan dalom Peraturan Daerali tenting
AMBD.

pengembalion atna kelebiban  pembayaran slan  penerimaan dirruh
tahun-tahun sebelumnya untuk  menganggarkan  pengembalian stas
kelebihan pembayaran ates penerimann doerah yang bersifat tidek
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. dan

bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasion
untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada
saal penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannys uskan
menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atsu
keluargs yang bersangkutan dan kelompok sosial lainnya.

BAB IV
KRITERIA
Pasal 5
(1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
tanggap Darurat;

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya

yang telah ditutup;

c. keadaan Darurat; dan
d. keperluan Mendesak.

{2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a untuk

peristiwa meliputi:

bencana alam, bencana non alam dan bencana social;

b. konflik social; dan

C.

kejadian Luar Biasa,

(3} Tanggap darurat scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a vaitu :
a.

pengkajian secara cepat dan tepatl terhadap lokasi, kerusakan, kernugan,
dan sumber daya;

b. penentuan status keadnan darurat bencana;

.
.

(4) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau konflik sosial
baganimans dimaksud pada ayat (2) hurfl a dan b sekurang kurnngnva

penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
pemulihan dengan segera prosarmnn don sarana vital,

memenuhi kriterin sebagnd berikut

n. Merupakan......... 11
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(6)

(7)

i merapakian kajedion yag diakibsikah oleh peristivis sto ranghsian

perintiwin yingg thsebaliknn obeh wlam wntors liln berapa gemps bnami,
i, bangir, keloorfogan, angln topan dan teoab B
b erupabon kajadian yoang diakibatkann oleh peristive atau Tk

peristiwa yang disebabiban oleh manuska yong melipat beerrvamiabiani,
perkelablan, tawuran din teror anter kelampok wntar Rennitas
sy kil

Kepasdinn Lo Do weboginmooe diadossd pado ayat (2) bl o seloarang

Kurnngnyn memenihl kelterta seboggal berikut

i, tmbualnys susiu peonyabdt menular tertento dalam susti el il

b peningkatan kejadinn kesakitan terun menerus seliomas 3 (lge) kurun
warktu dalam jum, bt st minggu menurut jenis penyakitnygs,

e, peningkatan kejadion kesakitan dus kali wtau lebib dibsndinghan
dengan periode sebelumnyn dalum lourun waktu jum, hard st mingg
menurul jenis penynldinya.

d. jumlah penderita baru dulam periode satu bulan menunjulkkan kenaikan
dua kali atau lebih dibandingkan dengan angkn rata-rata per bulan
dalam tahun sebelumnya,

e. rata-mta jumlah kejadian kesakitun per bulan selamn satu tahun
menunjukkan kennikan dun kali atau lebib dibandinglan dengan ritia-
rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnys.

f. angkn kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun wakiu
tertentu menunjukkan kenaikan 50 % atau lebih dibandingkan dengan
angka kematinn kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun
wnkiu yang sama.

g angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode
menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode
sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang

telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul b adalah:

a. pengembalian atas kelebihan penyetoran Pendapatan Asli Dacrah dan
Penerimaan lainnya.

b. terjadinya kesalahan dalam penyetoran yang semestinya tidak disetor ke
kas doerah.

c. pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Dacrah
yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. dan

d. kewajiban Pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak
ketiga meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lnin Pendapatan Asli Daerah
yang sah.

Keadaan darurat scbagaimana dimnksud pada ayat (1) hurul ¢ sekurang-

kurangnya memenuhi kriterin sebagni berikut:

a. bukan merupakan kegintan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten
Bink Numfor dan tidak dapat diprediksi sebelumnyn;

b. tidak diharapkan terjadi secarn berulang;

c. diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor,

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebablan oleh keadaan darimt;

e. Pelaksanaan.........[ 12
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I'd

prebidomanann proggram keglatian dan/atan pengeluaran yang belum
tersedin  dalam APBD tahun becgalan, namun dilarenakan sdanya
ketentuan Peraturan Perundang undangan, kebijakon Pemenintah,
keldjakan Pemerintali Provinsd, perubahan dan dinamika yung

b e b din f it ke bljalaan Pemerintah Iueruh yang bersilal
alralegs,

{ dalom hal Pemerintah Daerah mempunyal kewsjiban kepadu pihiak

ketign terkant dengan pekerjonn yang telah selennl pada thiun mnggaran
sebelumnya.

(%) Keperluun  mendesak  sebagnimana  dimaksud  pada ayst (1) hurufl o
sekurang kurnngnys mementuhl keiterin sebogai berikut:

n.

b

program dan kegiotan pelaynnan dasar manyarakat yang snggarannys
belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

keperluan mendesak lninnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bugi pemerintah daerah dan masyarakit.

(9) Program dan kegiatan scbagnimana dimaksud pada ayat () huruf @
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berilkut:

(10)

.

b.

program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan,
kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan.

program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam
APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak
mencukupi.

.mﬂmmdnnkegiaﬁnpchymmduurhmmhﬂum

tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan
program prioritas dalam RKPD tahun berjalan.

Keperluan mendesak lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (8) hurul b
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

mpmg:mndnnke;‘uﬂnmghcmmnbﬂdnﬁdnmhnﬂmmh.

Pemerintah Provinsi atau dana Pemerintah daerah lainnya dan diperoleh
setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi
proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia.

program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang
didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun dananya
tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana

pendukung dari APBD.

belanja bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan terus menerus
dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Dacrah dengan jumlah yang
cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggrran bersangkutan
seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

. belanja bersifat wajib yaitu belanja untuk tefjaminnyn kelangsungan

pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antarm  lan
pendidikan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak

ketign.
keperluan mendesak lninnya sebagni dampak dani kebgakan Pemerintah
pada tahun snggaran berjalan,
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Pengangaran belangn tidak terduga daliom AP di antumban peade kde
rekening kelompok belunja thdank lnngsung, jenin helanja tidak tered g,
obyek belanja tdak terdugn dan rinclan olyel belanja thidmk terdiagn

Pengangguaran belarjn tdak terdugn selagaimana dimaknud pode ayal 1)
dialokasikan pada DPA SKPKD.

Pengangggaran  belanjn tidnk terdugn dilakuban secars ranional dengan
mempertimbangkan  realisasi  tnhun  anggaran sebelumnya  dan
kemungkinan adanya kegintan-kegiatan yang wifwtnys tidak dapat dipredika
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daeruh.

BAB VI
PENGOUNAAN

Pasal 7

dan/atau dilakukan melalui proses pergescran anggaran dari belanja tidak
terduga ke I::l.nn,hlnngmngdanb:hn&ltidnk langsung.
Hmmwuwwmnptlliw
dengan cara merubah p:mtumnkepuhdamhtmmngpen}ah-mnhmn
sebagai dasar pelaksanaan, untuk dianggarkan dalam rancangan
F:nmmnunnhtenungptruhuhmmn,

Penggunaan Belan)
sebagaimana ayat (3) adalah pada saat masa langgap darurat.
belanja tidak terdugn melalui pergeseran anggaran dapat

Penggunaan
dilakukan juga untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak.
HAB VI
PELAKSANAAN
Panal H

| bencana alam, bencana non alam dan

Belana ketrutuhan tangeap darurn
pada Pasal 5 avat (3 huruf »

bencana sosial sebagaimania dlimunkosud

digunakan untuk
pencarian dan penyelamatan korban hencana,

pertolongan darural,
evakuasi korban bencana,
kebrituban air bersih dan sanitasi, dan

a &an go.

pangan
(( Sandang........./19
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I waawidiang,
i pelayvanan kesebhatan; dan
b perimpaiggans seite temmpeal Buanian sementala

Be b e artan dun penyelamston selogaimans dimakaud pods ayat (1)

bl a digunakan untuk Blaye operasional Tim sntiare lein:

i pembelian danfaton sewa peralatan HAR,

b wewn sarana transportasl darat, air, adere termasuk pembelion 113M,

v mobilisast dan demobilisast peralatan; dan

d aya operasional lainnyn.

Belanja pertolongan dararmt sebagaimans dimaksud padi syat (1) huraf b

digunakan untuk ;

a. pengadaan barang dan jasa/sewn peralatan darurat termaesuk el
transportasi darurat daral, laut dan udara;

b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan danfatau buhan serta jasa
yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul,
sertn perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan /dermaga darurat
dan peralatan lninnyn;

¢. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian, fasilitas umum dan
fnsilitas sosial yang rusak akibat bencana;

d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk
penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan,
yang meliputi pemadaman darat dan udara;

e. pengadaan barang dan jasafsewa bahan dan peralatan untuk
penanganan darurat bencana kekeringan;

[. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban
bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;

g.hnnumnkemlmtﬂunpemmnmdmthmmdlluumgﬂ?
berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi
darat, laut dan udara;

h. pengadaan barang dan jasa/sews untuk pemotretan udara dalam ranghka
penanganan darurat bencana;

i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang
meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan
darurat;

j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana
baik berupa logistik maupun peralatan; dan

k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.

Belanja evakuasi korban bencana schagnimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ digunakan untuk :

a. maobiliasi korban, berupa sewa sarmmna trunsportasi darat, air, vdara,
dan/atau pembelian BBM; dan

b. pengadaan barang dan jasa/sewn peralatan dan/atau bahan evakuasi

Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi schagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d digunakan untuk :

a. pengadaan air bernih, balk  pengadann air  bersih  di lokasi bencana
maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;

b. perbaikan kualitns sumber air bernih di lokasi bencana; dan
¢. pengadann/perbaikan sanitonl, berupa :

1) Perbaikan........./15




it

M

i8)

1%

1) peeetsaikonn / peanbasaton saluran sir aangen antuk MCK dan drsinase
lingkuiggan,

) pengadaan dan fatan sewa lasilitos MUK darninal,
I peoggadann tempatl samijpuah,
A wpahi untuk tenagn kebersthon Hoghongan

o alat dan baban pembuatan s beisili, beoupa peoalaton yang dipe riukan
dalam penyvediman wir bevsib dan sanitionl;

¢ transportass, beripa sews sarmna transportan darat, oir, udars don fata
pembelian BEM untuk pengiciman air bersih, pengitiman peralatan don

bahan yang diperlukan dalam penyedisan ale beraih, dan peralatan
sanitasi ke lokasi penampringan,

Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hural e digunakan
untuk

i pengadaan pangan, berupan makanoan siop saji don penyedionn behan
ki,

b, pengadann dapur umum, berupa dopur lapangan siap pakai, alat dan
bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan
perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah
pengndaan perlengkapan makan darurat;

¢. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya
rusak berat selama status keadann darurat bencana; dan

d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa scwa sarana
transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

Belanja sandang sebagnimana dimaksud pada ayal (3) huruf [ digunakan

untuk :

a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak,
perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus
wanita dewasa; dan

b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana
transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.

Belanja pelayanan kesehatan sebagnimana dimaksud pada ayat (3) hurufl g
digunakan untuk :

pengadaan obat dan bahan habis pakai;

pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat
gigi, pasta gigi dan sejenisnya;

pengadaan alat keschatlan;

biaya perawatan korban;

isolasi korban;

pengadann vaksin,

penyediaan ABD {(Alat Bantu Dengar);

. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalinn vector penyakit; dan
transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewn sarmna
tranportasi daret, air, udars dan/atau pembelion BEM.

Belanja penampungan  serta  tempal  huninn sementar sebaguimana

dimaksud pada ayat (3) hurul h digunakan untuk :

a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur dan sarmne penerangan lapangan;

b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperfukan untuk
pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian semeniam, seperti
nlat pertukangan sederhana;

o P

~Fm=0Qao

¢ tmnsportasi..........[ 16
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(4)
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¢ trmnsportand dalam punglon distribaasi peralatan untik pengadasn
pennmpungan sertn tempat hunban sementirn, Berije sewis sarig
transportinnd darat, alr, udars dan fatisu pembelion BIM; dan

. bantusn sewa /kontruk rumah fhunian sementan bangey e mipuaripnn
Punsal 1

Belanja kebutuhun tnggep darurat konflik sosial sebagaimana dlinna ke nisd

pada Pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan untuk:

n. penyelamatan, evakuasi dan identifikasi korban konflik securn cepat dan
tepal;

b. pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik;

¢, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spenifik
perempuan, anak-anak dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus,

pelindungan terhadap kelompok rentan;

upaya sterilisasi tempat yang rawan konflik;

penyelamatan sarana dan prasarana vital;

penegakan hukum;

pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik;

dan

penyelamatan harta benda korban penampungan serta tempat hunian

sementara.

Penyelamatan korban konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruaf

a, dilakukan dalam bentuk:

a. pertolongan pertama kepada korban konflik; dan

b. pencarian korban konflik yang hilang.

Evakuasi korban konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

dilakukan dalam bentuk:

a. pemindahan ke tempat yang aman;

b. membawa korban konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan
ke lokasi konflik; dan

¢. membawa ke rumah sakit bagi korban konflik yang memerlukan
perawatan lebih lanjut.

Identifikasi korban konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,

dilakukan dalam bentuk:

o, pendataan; dan

b. pemisahan pihak yang berkonflik

Pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) hurul b meliputi bantuan penyedinan:

i pangan,

b. sandang,

c. pelayanan keschatan,

d. pelayanan pendidikan; dan

e. pelayanan paikososial.

Pemenuhan kebutuhan dasar  pengungsi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hurufl ¢, secarn umum meliputi:

Femoe

==
H



(1,4

)

(o

1)

114

i

C T

U maiadaigg

i Erbaaliihmiy el b iwils il saidllan
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o bavanian posibkivminial,

£ Penanmpangan seita et hvndiai, dan

B allapmin winiaim

Pelunadungan terhdap kelompobk rentun seluggaimar dirmabosod dalarm wyal

(00 Bl o, dilakoukan dalam beatub priorilas

a  penvelamatan dan evalioan,

b pemenuhan Kebwituhan, dan

€ peyanan

Upava steriisasi tempat yang rawnn konflik seboaguimans dimaksod dalam

avat (1) huruf e, dilakukan melalui:

A pemetaan tempal mwan konflik;

b pembatasan orang masuk ke dalam tempat rawan konflik;

¢. pembatasan omng yang masuk dari luar daerah rawan konflik ke daerah
rawan konflik;

d. pembatasan kegintan orang yang dapat menimbulkan konflik meluas din
berkembangnya konflik pada wilayah sekitar dacrah konflik;

e. pemeriksaan identitas orang pada wilaynh rawan konflik;

. menutup jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuk ke dalam
tempat rawan Konflik; dan

g. membuat zona aman untuk memisahkan pihak yang terlibat konflik.

Penyelamatan sarana dan prasarana vital scbagaimana dimaksud dalam

ayat (1) huruf [ dimaksudkan agar sarana dan prasarana vital tetap

berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakal dan/atau

mendukung fungsi pemerintahan;

Penegakan hukum secbagaimana dimaksud dalam ayat (1) huraf g

dimaksudkan untuk menemukan pelanggar hukum guna diproses secara

hukum.

Pengaturan mobilitas orang, barang dan jasa dari dan ke daerah konflik

sehagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul h dimaksudkan untuk

menghindari perjumpaan antara pihak yang berkonflik.

Penyelamatan harta benda korban konflik sebagaimana dimaksud dalam

wyat (1) huruf i, dilakukan dalam bentuk:

s pelindungan atau penyimpanan harts benda pada tempat yang aman,
idan

b pencegakan dan larangan penguasaan harta bemda Korban Konflik aleh
crung yang Udak berhak.

Panal 10

Belarga ketrutuhan tanggap darirmt Kejadian Loar Blasa  sebagaimana
dirnakaud pada Pasal 5% ayat (J) huml © digunakan untuk

a  Penyelulikan epudemioligis,
b Promialaksanaan Ji8
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(1)

(2)

(3]

b. penatalaksanaan pendenta yang mencakup keglutan pemeriksaan,
pengobatan, perawalan dan isolasi penderita, termasuk tindakan
karnntina,

. pencegahan dan pengebalan;

d. pemusnahan penyebaby penyukit;

e, penanganan jenasal akibal wabiah,

. penyuluhan kepada moanynrabot; dan

B upaya penanggulangan lnlnnya,

Upsiyn penangigulangan lalnnya sebagnimana dimaksud pada ayar (1) hural
g antara lain berupa meliburkan sekolah untuk sementarn wikiu, menutup
fasilitas umum untuk sementarn wakiu, melakukan pengamatin secars
intensif/surveilans seluma terjudi KLD sertn melakukan evaluasi terhadap
upaya penanggulangan secarn keselurubhan,

Upaya penanggulangan lainnys sebagaimona dimaksud pada ayst (2)
dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebaublan KLB/Wabah.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam
dan bencana sosinl schaganimana dimaksud pada Pasal B ayat (1)
dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Bupati.

Pelaksanann kegiatan tanggap darurat konflik sosial scbageimana
sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim
Terpadu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat kajadian luar biasa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selaku
koordinator.

Pasal 12

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah
ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) hurul b harus didukung oleh
bukti-bukt yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

(1)

(2)

Pasal 13

Keadaan darurat dan keperluan mendesak scbagaimana dimaksud Pasal 5
ayat (1) huruf ¢ dan huruf d dapat dilakukan melalui pembebanan secara
langsung dan/atau melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak
terduga ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung;

Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga
ke belanja langsung dan/atau belanja tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara
melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran
APBD tahun anggaran berkenaan yang diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-OPD scbagal dasar pengesahan DPA-OPD oleh PPKD setelah
memperoleh  persetujuan  Sckretaris  Daerah  yang  pelaksanaannya
kemudian ditampung dalaum Pernturan Daecrah tentang Perubahan APBD
tahun anggarmn berkenann.
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AL VI
PIERNYATAAN TANGOAR DARURAT

Panal 14

(1) Tamiggap darurat sebagaimana dimabksd pada Panal 5 uyst (1) hurul &
mwierupakan  status kendonn  dorart - yong ditetaphan  dengan  Hural
Pernyatnnn Tanggap Darurat Bupatl yang menyataknn keadaon Bnggap
darursl berdasarkan rekomendasi/laporan dari OPD teknis dan tim ki),
terkait kejodinn beneann alam, bencana pon alwm, bencans sosinl, konflik
sosinl dinn kejadion luar binsa,

(2) Rekamendasi/laporan sebagnimann dimaksud pada nyat (1) berdasarkan
pengkajinn secarn cepat dan lepat yang dilakulkan olch OPD teknis dan tm
kaji yang memuat:

a. waktu kejadinn dan jenis bencann;

b. cnkupan lokasi beneani;

¢. jumlah korban bencana;

d. kerusakan prasarana dan sarana,

e. gangguan fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
{. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

(3) Jangka wakiu tanggap darurat sesuai dengan besar kecilnya peristiwa dan
dnpal diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kajian OPD teknis dan
tim kaji.

{4) Format surat pernyataan [anggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum pada lampiran 1 dan merupakan bagian yang Utdak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI
KEGIATAN TANGGAF DARURAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

(1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk kegintan tanggap darurat bencana
alam, bencana non alam, bencann sosinl, konflik sosinl dan kejadian luar

binsa didasarkan pada:
a. surat Pernyatann Bupatl tentang Status Tanggap Darurat; dan
b, keputusan Bupati tentang Pengelunran Belanja Tidak Terduga.

(2) Surat Pernynisnn Bupatl sebagnimana dimaksud pada ayat (1) hural a,
dengan melampirkan:
a. lnporan kejudian dari kepala desa, kepala dusun kepada distrik,
dan /atau laporan kejodian dari distrik;
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Panal 10

Permohoman pencalran dans Belanjs Tidak Terdugn untuk tanggap derurs!

kejadinn bencana alnm, bencana non alam, bencans sosial, kenflie [

dan kegadian luar binsa, disampaikan Kepaln Bupati oleh OPLY teknis Le bt

dengan melampirkan

a. surat Penyatann Bupati tentang Penetapan Stntus Tanggap Daruret
beserta lampirnnnya;

b. keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terdugs,

¢ rencana Angaran Biaya (RAB); dan

d. fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran OPD teknis teriat.

Setelah Lptrnulmrmn pencairan sebagaimana dimaksud pada ayal i

disetujui oleh Bupati dan dokumen dinyatakan lengkap PPKD selaku BUD

memproses pencairan belanja tidak terduga yang telah dilengkapn Surst

Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima yang sudah ditandatangan:

Kepala OPD teknis terkait.

Format Surat Pernyatann Tanggung Jawab dan Tanda Tenma sebagamana
dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Il dan IV dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENGEMBALIAN KELEBIHAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN
SEBELUMNYA YANG SUDAH DITUTUP

Hagian Kesatu

Umum
Pasal 17

Pengayuan  Pencairan  belanjn  tidak  terdugn  berkenaan  dengan
n
prnigembalian atas kelebihan penerimaan  daerah tahun - tahun sebelumnva

yung telah ditutup, didasard Keputusan Bupati tenta
ng Pengel
Tutak Terduga dengan dilengkapi dengan bukt- buku ﬂn:t:.nn T—

() Bukt-bukn e f A
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(2) Bukti-bubeti yang sah sebagaimana dimaksod pedae ayat (1) sntara lain
verdinn dari
i wurat permohionin pengembalinn dart peoyeton] wisjil pajik;
b bukih penyetoran/ Surat Tands Hetoran,
b perhitingan kelebihan penyelinan,
¢ rekening kotun; dan
. keputusan pengadilan apabils melalul proses pengndilan.

(N Kelengkapan sebagalmann dimaksud poada oyl (1) dinampuikan k.l:pud:
Bupati sebogal lampirun dalam pengajusn permintaan pengembalian oleh
OPD teknis,

#) Pengembalian atan kelebihun penerimann Pendapatnn Asli Daerah dan

- [l:m“fnpnlln lninnyn melalul !u:ilnn]n tidak terdugn sebagaimana dimaksud
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Baginn Kedua

Pencairan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Atas I-I:.gh:hihnn
Pendapatan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya yang Telah Ditutup

Pasal 18

(1) Prosedur Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas
kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,
yaitu sebagai berikout :

a. SKPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang  diajukan
pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang
telah ditutup;

b. atas dasar hasil verifikasi tersebut, selanjutnya PPKD mengajukan nota
pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati, dengan dilampin
1) keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tidak terduga;

2) surat Tanda Setoran dan/atau bukti-bukti yang sah terkait lainnya;
dan
3} nomor rekening bank atas nama pemohon klaim.

{2) Kuitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas
dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD,

BAB X1

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUR KEADAAN DARURAT DAN
KEPERLUAN MENDESAK

Pasal 19

(1) Permohonan pencairan Belanja Tak Terduga untuk kegiatan keadaan
darurat dan keperluan mendesak di sampaikan kepada bupati oleh OPD
teknis dengan melampirkan :

a. surat pengantar dari OPD  terknit yang menyatakan bahwa
program/kegintan tersebut belum dialokasikan pada tahun anggaran
berjalan dan/atau alokasi dana program /kegiatan tidak mencukupi dan
merupakan kebutuhan mendesak;

b. proposal Keglatan;

¢. Rencan Anggaran Belanjn (RAB) Kegiatan; dan
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i dokumen  pendubung  leinnya  sesual dengan ketentuan Peraturan
Porvindlang Liaanggan

Setelahi permobionan e atiann  seloagalmans dimaksud  pada ayat (1)
dhimetngnt aibedy Khapsatt disn ddobammen dinystabkan beoghosp PPEL selaku BULD
memprosen pensaitnn belanfn bk terdugs yang elal dilenghags Suret
Pernyatman Tangging Jawals dan Tanda Terima yang sodah ditandstangan
Kepala OFD teknin terkalt

Peogggunman belangn tdak terdugs untuk pendanssn keadaan deraiet dun
keperiuan mendesak yang belum tersedin anggniannyi we Lmggniitintiin Pusil
T oayat (5) dengan meknnisme pergesernn anggaran,

Mekanisme pergeseran angggnran sebagnimana dimaksud ayat (1) webuggul
berikut:

W, OPD teknis terkalt mengajukan  permohonan  pendanssn  keadaan
darurat dan keperluan mendesnk kepada Dupati dilampin Hencana
Angggaran Biayn (RAB) untuk mendapatkan pertimbangsn dart TAPL,

b. pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimakaud hurul o bedasarkan
kreterin sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (7) dan (8) dan meneloah

REKA-OPD;

¢. permohonan sebagnimana dimaksud hurul @ yang menurut
pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kreteria dan sesual dengan
RKA-OPD, selanjutnya dilaporkan/disampaikan kepada Bupati dalam
bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran
APBD tahun anggaran berjalan;

d. apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud huruf ¢, maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

e. berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud huruf d maka :

1) OPD menyusun DPA-OPD, mengisi anggaran kas, melakukan posting
anggaran kas dan mencetak DPA-OPD;

2) PPKD menyusun DPA-PPKD mengisi anggaran kas, melakukan
posting anggaran kas dan mencetak DPA-PPKD.

. DPA-OPD sebagaimana huruf e angka 1 ditandatangani oleh kepala OPD
dan unsur TAPD serta disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan

kegiatan dan/atau pengeluaran belanja;

g pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja
sebagaimana huruf f, mengacu pada petunjuk pelaksana APBD tahun
berjalan dan pedoman pengelolann keuangan daerah.

Dalam hal penggunaann belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan

APBD ditetapkan, penyesunian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD

dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD.  Apaiula

penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD
ditetapkan, maka Bupati menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA).

BAR XII....... 123
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BAB XlI
TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN I'ERT&HI‘.H]UHEJJEW.\BAH
Pasal 20

ban Belanja Tidak Terduga

Tata carn penatausahaan dan pertunggungawa
dengun ketentuan sebagai

untuk kegintan Tanggap Darurat dilnksannkan

berikut :

4. bendahara Pengeluaran OPD teknis terkalt, mencalal setinp penggunaiLn
dana Belanja Tidak Terduga pada Buku Kas Umum tersendiri;

b. kepaln OPD teknis terkait, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan
terhadap penggunaan dana Belanjn Tidak Terduga yang dikelolanya; dan

¢. kepala OFD teknis menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan
penggunaan dana Belanja Tak Terduga Kepada Bupati melalui PPKD
dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga

dilnkmnnknnmmﬂjkﬂentumdahmhtunjukpdﬂmmm&ngnmn

Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran

berkenaan,

Pasal 21

Bendahara OPD  teknis  terkait  sccara administratif  wajib

mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga

kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai

dilaksanakan.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam

Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran berkenaan.

Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban

penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :

a. surat Pengantar;

b. laporan Penggunaan Dana;

¢. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas Penggunaan Belanja
Tidak Terduga;

d. buku Kas Umum; dan

e. bukti-bukti yang lengkap dan sah.

BAB XIII
PENGAWASAN
Pasal 22

OPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas

belanja tidak terduga; ¢ RR—
Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak
terduga; dan

Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan. o = B

mmli.r ----- ;'.E*'
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HAR XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati inl mulai berlaku sejak tangeal diundangkan.

Agar setinp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak

Numlor,

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 29 Desember 2023

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak
pada tanggal, 29 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR
CAP/TTD
ZACHARIAS LEORNALD MAILOA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2023 NOMOR 64
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